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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah
melimpahkan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan REVIU Rencana Strategis Tahunan Pengadilan Negeri
Kisaran 2015 -2019.

Pengadilan Negeri Kisaran adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovoost)
Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten

Batu Bara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan
amanah Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang - Undang tersebut
Bab V Pasal 2 disebutkan bahwa setiap kepala Satuan Kerja wajib
menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun
Renstra ini, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Kisaran.

Kisaran,”/ Januari2019
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BAB |
PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,
dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan
Negeri Kisaran merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Pengadilan Negeri Kisaran sebagai kawal depan Mahkamah Agung
Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran. Rencana Strategis
ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana
tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan
prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri

Kisaran, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut
adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Kisaran mencakup hal-hal yang memang sudah
diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:
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1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah Kabupaten Asahan dan
Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan Karir (promosi dan
mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran.

3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri

Kisaran selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

. Kelemahan (Weaknesses)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kisaran dirinci dalam
beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran belum seluruhnya dapat diunduh/
diakses cepat oleh masyarakat
 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
* Pengadilan Negeri Kisaran belum mempunyai kewenangan untuk merekrut
pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Kisaran.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
» Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 Belum maksimalnya penerapan sistem pengaduan masyarakat yang
berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 Belum maksimalnya penerapan sistem manajemen perkara berbasis
teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
» Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran dari pusat belum sesuai

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kisaran untuk
melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
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1 Aspek Proses Peradilan

e« Adanya Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Pelayanan
masyarakat pencari kedailan tentang alur proses berperkara,;

 Adanya Mesin EDC Brilink BRI, Optimilasasi Pembayaran Biaya Panjar
Perkara di Lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran;

» Adanya Aplikasi e-Court Administrasi Pendaftaran Perkara secara Online;

» Aplikasi Panggilan Sidang Sistem layanan panggilan sidang kepada para
pihak yang bersidang;

» Aplikasi PTSP Pendistribusian surat masuk melalui elektronik;

* Monitor Jadwal Sidang Pengumuman Jadwal Sidang;

» Adanya website Pengadilan Negeri Kisaran yang memberikan informasi
kepada masyarakat tentang tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

« Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja;

* Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Negeri Kisaran maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

* Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk
internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum
Pengadilan Negeri Kisaran.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

* Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Kisaran.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

* Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri
Kisaran. berupa internet, website Pengadilan Negeri Kisaran;

* Sudah tersedianya fasilitas mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Kisaran;

* Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Aplikasi E-court untuk mempermudah

dalam melayani pendaftaran suata perkara di Pengadilan;
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* Sudah tersedianya fasilitas Mesin EDC Brilink BTN, Optimilasasi Pembayaran
Biaya Panjar Perkara di Lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran;

e Sudah tersedianya fasilitas Monitor Jadwal Sidang Pengumuman Jadwal
Sidang;

 Sudah tersedianya fasilitas Aplikasi Panggilan Sidang Sistem layanan
panggilan sidang kepada para pihak yang bersidang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kisaran yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
* sudah tersedia suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan,

tetapi masi minimnya masyarakat untk memberikan penalian tentang

kepuasan layanan di Pengadilan Negeri Kisaran.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
* Personil di Pengadilan Negeri Kisaran belum seluruhnya menguasai visi
dan misi Pengadilan Negeri Kisaran.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
e Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat
peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman
administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Kisaran
membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
* Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana
tidak sesuai dengan kebutuhan.
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BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

2.2.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2015 - 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kisaran diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai

visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Negeri Kisaran.

Visi Pengadilan Negeri Kisaran mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah

sebagai berikut:

“TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KISARAN YANG AGUNG”

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
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Misi Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kisaran;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kisaram;

4. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kisaran.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kisaran.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai

berikut:

1 Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Negeri Kisaran dapat memenuhi
butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Kisaran adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sebagai berikut:
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NO KINERJA UTAMA

1 Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

2 Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

3 Meningkatanya Akses
Peradilan bagi Masyakat
Miskin dan Terpinggirkan

a

INDIKATOR KINERJA

Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

. Persentase Perkara

- Perdata
- Pidana
Yang diselesaikan tepat waktu

. Persentase penurunan sisa perkara :

- Perdata
- Pidana

. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum :
- Banding
- Kasasi
-PK

. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesai kan

dengan Diversi.

Index Responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan .

Persentase isi Putusan yang diterima oleh para
pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui
Mediasi

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putus

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar
Gedung Pengadilan

Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang
mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
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4. Meningkatnya kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
terhadap putusan (eksekusi)
pengadilan.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Kisaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kisaran dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:
1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu
Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1 Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
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c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana
di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan dalam program ini adalah;
1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung

pelayanan peradilan.
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG
Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum
dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan
dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut:
1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis
Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada
tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi
kekuasaan kehakiman secara efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
program utama yang perlu dilakukan adalah :
1. Pembatasan perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan sistem kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan proses berperkara
4

Penguatan akses pada keadilan

2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara
Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3
(tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut:
1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;

3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka
mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan.
Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh
Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan
pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung
RL

10
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dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan
dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan
kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan

Prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan
mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM
berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa
disebut sebagai Competency Based HRManagement (CBHRM).
Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan
sebagai berikut:

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;

2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang
dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

4. Remunerasi berbasis kompetensi;

5. Pola karir berbasis kompetensi.

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diktat)
Untuk mendapatkan SDM vyang kompeten dengan kriteria obyektif,
berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan
mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan
Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and
Respectable Judicial training Center (JTC)} “. Sistem ini akan dapat terwujud
dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

Kelembagaan (institusional);

Sarana dan prasarana yang diperlukan;

Sumber Daya Manusia;

Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;

Pemanfaatan hasil diklat;
Anggaran diklat; serta

N o o b~ 0w DN

Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan

pengembangan).

11
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6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran
Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata
anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal
dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk
mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun

dalam pelaksanaan anggaran.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat
mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;

2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset,
dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang
menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum,
transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;

3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan
kerja unit pengelola aset;

4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;

5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik
negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap
perlu;

7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;

8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas
dan rumah jabatan;

9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;

10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang

tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

12
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H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah

Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya

peningkatan kualitas putusan, peningkatan sistem administrasi pengadilan,

pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, pembentukan

organisasi berbasis kinerja,pembentukan lingkungan pembelajaran dalam

organisasi.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan

lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga)

bagian, yaitu sebagai berikut:

1

Tahap |, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi
investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan
informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam
rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;

Tahap |l selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah
terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga
peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk
menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan
akses terhadap pelayanan pengadilan;

Tahap |Ill, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah
diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan
lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju

sistem pelayanan hukum terpadu (integratedjustice system).

Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu

1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan

2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan

3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi
Masyarakat.

5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai

Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.
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J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan

diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) memenuhi kebutuhan

masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung

adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;

2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan
Biaya Ringan;

3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan
Pendukung;

4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan
Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan
Pelayanan Informasi;

5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan

Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KISARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai

berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat

pencari

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat

mempengaruhi tinggi  rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan

kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur

peradilan.
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Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja :

» Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi.

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat.

* Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

» Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

* Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas
hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima
layanan.

* Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

* Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan
publik
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3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN PENGADILAN NEGERI KISARAN

jsSTRUKTIim ORGANI5ASI

PENGADILAN NEGERI KISARAN
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BAB IV
PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik
lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan
dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out

come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Kisaran harus terus disempurnakan dari waktu
kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.
Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri
Kisaran memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,
tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan

misi Pengadilan Negeri Kisaran dapat terwujud dengan baik.



mm

REVIU RENCANA STRATEGIS RENSTRA TAHUN

SURAT KEPUTUSAN KETUAPENGADILAN NEGEftt KISARAN

NOMOR: Sd | &U KPN/11/2119
TENTANG

T il RIVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2t19

B

PENGAWLAN NEGER1KJSARAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

. Bawa untuk meteksanakan Peraturan Mantn Perencanaan Pembangunan NasonaV

Kepaia Badan Perencanaan Pembangunan National Nomor 5 tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategi Kementran tembaga 2015
2019,

Bahwa untuk meiaksanakar Raw Rencana Sbatogi (Rensra) tahun 2015-2019
Pengadilan Negen Kisaran pertu menbeituk Tim Penyusunan Rencana Strategi
(Renstra) tahun 2015-2019;

Bahwa oieh karena Ketua Pengadilan Negen Kisaran Ketas | B An BHAN SH, MH
Nip. 19651211 199212 1001 Pangkal/ Got. Rung : Pembina Utama IMuda (IM) toiah
dmutaakan ka Pengadilan  Negen Jakarta Seiatan dengan  Nonor
N5600USKIKPO4SM2019 tanggaf 4 April 2019. maka (kpandang pertu uniuk
Memperbeharui Sunk Keputusan Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja. hstansi
Pemenntah (LKJIP) untuk tahun 2019 Pengaditan Negen Kisaran;

Bahwa memka yang tBrcanlum datam Keputusan Ketua Pengadilan Negen Kisaran M
dipandang caksp dan mampu dalam metafcsanakan tugas dalam km penyusunan
taporan teraebut;

Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Pembahan Undang-undang Normor 13
tahun 1965 tentang Mehkameh Agung,

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 14 tahun 1905 terrtang Mahkameh Agung;

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tenting Kakuasaan Kehtiuman,

Undang-undang Nomor 49 tahun tahun 2009 tentang Pembahan Kedua alas Undang-
undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradian Unrum

Peraturan Pemenntah Nomor 8 tahun 2006 tentang Petaporan Keuangan dan Kimega
(nstans Pemerintah;

Peraturan Presden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Naaonal tahun 2015-2019;

Peraturan Permenmeh Nomor 9 tahun 2005 tentang Kadudukan. Fungs.  Sbukiw
Oganoas dan Tata Kerja,

Peraturan Pemenmah Nomor 13 tehun 2005 tenteng Sekretare Mehkameh Agung;
Peraturan Permehnlah Normor 14 tahun 2005 tentang Kepanderaan Mahkameh Agung.

. Peraturan Merten Perencanaan Pembangunan Naswna/ Kepaia Badan Perencanaan

Pembangunan Nasonat Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penetehan Rencana Saratoga Kementnan Lembaga 2015-2019;

2015 - 2019
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Kesatu

Keempat

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGAWLAN NEGERf KISARAN TENTANG TIM REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGAOHAN NEGERI
KISARAN KELASB,;

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadian Negen Kisaran Keias B Nomor
W2.U11/250Kp.00.3/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 ientang Tim Rewv Rencana
Stralsga (Renstra) tahun 2015-2019 Pengadian Negen Kisaran Keias B;

Menunjuk Ten Keop untufc Peiaksanaan Reww Rencana Stratogis (Renstra) tahun
2016-2019 Pengadian Negen Kisaran;

Tim Karp Melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua. Weki Ketua. Panitora dan
Setaetaris Penpadiian Neoen Kisaran:

Keputusan ini muta bertaku sefak tanggal dt totapkan, dengan ketontoan apabia
dikemudian han lerdapat kekeknjan akan dipertaiki sebaganana mestinya;

Drtetapkandi . Kisaran
PTanaaal

2015 - 2019
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Lanmp*ran Keputusan

Ketua Pengadian Negeri Kisaran
Norror SK/KPW11/2019
Tanggel Noperber 2019
Permbina

Narasumber

Koonlmatx/ Penanggung Jawab

Anggota

Sekretans/ Operator

Ketua Pengadian Negen Kisaran

1 Ketua Pengadian Negen Kisaran

2. WaMKetua Pengadian Negeri Kisaran
3. Para HekimPengadian Negeri Kisaran
. PanrieraPengadian Negeri Kisaran

5. Sekretaris Pengadian Negeri Kisaran
1 PamteraPengadian Negen Kisaran

2 . Sekretans Pengadian Negeri Kisaran
1 Waki Ketua Pengadian Negen Kisaran
2. Pantera Pengadian Negen Kisaran

3. Pantera MudaPidana

Pamtera Muda Hikum
KasubbagUmumdanKeuangan

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

I

o o b~

[

Kasubbag Perencanaan. IT dan Petaporan

Dtetapkand ; Kisaran
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2015 - 2019

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA2015-2019

VISI
MISI

Tujuan Strategis

Uraian

Pencari keadilan
merasa kebutuhan
dan kepuasan nya
terpenuhi

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Kisaran Yong Agung"
1. Menjoga kemandirian Pengadilan Negeri Kisaran;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadailan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kisaran;
4. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kisaran.

Sasaran
Target

2019

Uraian Indikator Kinerja

Target Kinerja

(%)
2015 2016 2017 2018

1. Terwujudnya a.

Proses

Peradilan yang

pasti,

Transparan dan

Akuntabel b.
C.
d.

Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan :
Perdata
Pidana
Persentase
Perkara:
Perdata
Pidana
Yang diselesaikan
tepat waktu
Persentase
penurunan sisa
perkara:
Perdata
Pidana

Persentase
perkara yang
tidak mengajukan
Upaya Hukum:
Perdata
» Banding
» Kasasi
* PK
Pidana
» Banding
» Kasasi
* PK

100 100 100 100
100 100 100 100
100 s 100 100
100 100 100 100
10 100 20 20
100 100 20 20
100 925 85 85
100 925 8 85
100 925 100 100
100 925 80 80
100 925 8 85
100 925 95 95

Kebijakan
2019
Peningkatan
Kinerja

100
100

100
100

20
20

85
85
100

80
85
95

Program

Program
Dukungan
Manajemen
dan

Pelaksanaan
Tugas Teknis

Lainnya
Mahkamah
Agung

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatus
Mahkamah
Agung

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Strategi

Anggaran

Kegiatan
(Rp.)

¢ Pembinaan Administrasi
dan Pengelolaan
Keuangan BUA

* Pengadaan Sarana dan

4.645.303.000,-

Prasarana di Lingkungan  331.900.000,-
Mahkamah Agung
« Peningkatan Manajemen  266.480.000,-

Peradilan Umum



2 Setiap pencari

keadilan dapat
menjangkau ba
peradilan

2. Peningkatan

efektivitas
pengelolaan dan
penyelesaian
perkara

3. Meningkatnya

akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

a.

a.

Persentase
perkara pidana
Anak yang
diselesaikan
dengan Diversi

Index Responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan

Persentase isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu
Persentase
perkara yag
diselesaikan
melalui Mediasi
Persentase
berkas perkara
yang diajukan
Banding,
Kasasi, dan PK
secara lengkap
dan tepat waktu
Perdata
Pidana

Persentase
putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
wakti 1 hari
setelah putusan

Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan
Perdata
Pidana

100

100

100

100

100
100

100

100
100
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100

100

100

95

95
95

100

100
100

10

85

95

10

85

100

0

100
100

10

85

95

10

85

100

100
100

2015 - 2010

10

85

95

10

85

100

100
100



3. Publik percaya
bahwa Pengadilan
Negeri Kisaran
dapat memenubhi
butir 1 dan 2
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4. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

b. Persentase 0 0
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
Pengadilan

c. Persentase 100 100
pencari keadilan
Golongan
tertentu yang
mendapat
layanan bantuan
Hukum
(Posbakum)

Persentase putusan 100 80
perkara perdata

yang ditindaklanjuti

(eksekusi)

100

30

100

30

2015 - 2010

100

30



